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Tugas dan kewajiban Imum Mukim di Kabupaten Aceh Selatan telah diatur dalam Undang-Undang dan Qanun Pemerintahan
Mukim di Kabupaten Aceh Selatan. Terkait dengan hal itu, maka terdapat peran Imum Mukim dalam penyelesaian konflik yang
terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tugas dan kewajiban Imum Mukim belum terlihat dalam penyelesaian konflik perbatasan antar
gampong di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan,  khususnya di Gampong Sigleng, Kuta Baro, dan Ladang Rimba, yang
tapal batas gampongnya tidak jelas. Namun selama ini Imum Mukim hanya berperan dalam masalah adat istiadat yang terjadi di
dalam gampong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Imum Mukim dalam penyelesaian konflik perbatasan antara
Gampong Sigleng dengan Gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon dan Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah
Kabupaten Aceh Selatan serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Imum Mukim dalam penyelesaian konflik perbatasan
antara Gampong Sigleng dengan Kuta Baro Kecamatan Trumon dan Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah
Kabupaten Aceh Selatan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian
lapangan dilakukan dengan teknik wawancara bersama informan dan juga dokumen-dokumen penting dari Kantor Kecamatan
setempat. Sedangkan penelitian kepustakaan diperoleh dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, qanun,
jurnal, dan bahan-bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Imum Mukim
dalam upaya penyelesaian konflik ini masih belum berperan maksimal dimana tidak adanya langkah-langkah kongkrit atau upaya
dalam menyelesaikan konflik perbatasan tersebut. Selama ini yang hanya dilakukan adalah musyawarah ditingkat gampong dan
terlihat seperti tidak ada konsep yang serius dalam upaya penyelesian konflik tersebut. Kendala yang dihadapi oleh mukim dalam
penyelesaian konflik perbatasan adalah tidak adanya data yang valid secara tertulis tentang gampong terutama yang berkaitan
dengan syarat administrasi gampong serta tidak adanya partisipasi masyarakat secara maksimal dalam berbagai musyawarah
gampong untuk menyelesaikan sengketa ini. Hendaknya ada langkah-langkah kongkrit dan adanya data yang valid untuk
menyelesaikan konflik perbatasan ini dari perangkat gampong.
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